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KESIMPULAN 

A. Kesimpulan I MfLJK PERPUS'I AKAAN i 
UNIMEl) i 

Berdasarkan hasil penehtian yang telah dtunulan. ada beberapa temuan 

penelitian yang menjadi kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu: 

l. Buruh perempuan di Ser<Wtg Bedagai masih mengalami perla1:ua.n diskriminatif. 

Hal ini terlihat dari garnbaran kondisi dan keadaan b\mlh perempuan. di antaranya: 

status bwuh perempuan yang mayoritas merupakan buruh tidak tetap, cpah dan 

pengbargaan terbadap nilai serta basil kerja yang rendah. fasilitas dan 

kesejahteman sosial yang rendah dengan beban kerja yang bemt, jam.inan cuti baid 

dan melahirkan yang tidak terjamin. sena hak-bak. normatifburuh perempuan yang 

belwn tcrpenuhi. 

2. Adapun akar persoalan perlalcuan diskriminatif teriladap buruh· perempuan tersebut 

bersumber dari: (I' Sistem, strul'tur dan budaya perkebanan yaitu bentuk dan pola 

umum dalam menetapkan kebijakan dan bertindak yang tidak berpihak tetbadap 

buruh perempuan yang berkembang secara terus menerus :r;ehingga membentuk 

watak dan perilaku diskriminatif onmg-orang di dalam sistem sosial perusahaan 

perkebunan. (2) Kebijakan dan peratunm perkebunan yang kurang berpihak pa<bi 

buruh perernp~ (3) Lemahnya pengawasan dari pemerintah atas kebijakan 

perkebunan dalarn perlakuan terbadap buruh khususnya buruh perem~ dan 

( 4) Lemahnya posisi tawar buruh perempuan di hadapan perusahaan oleh karena · 

104 



tidak adanya organisasi buruh independen yang melindungi buruh perempuan dari 

kebijakan perusahaan yang dianggap diskriminatif. 

3. Perlal-uan diskriminatif terbadap bwuh perempuan di Serdang Bedagai 

menunjukkan -bahwa struktur dan sistem sosial di perkebunan secara umum 

dibangun dengan nilai dan ideologi patriarlci yaitu cara pandang yang 

mencmpatkan laki-laki lebih tinggi dan lebih baik dari perempuan. terutama 

sebagai buruh di perlcebunan. Cara pandang patriarlci.s tetsebut berinteraksi dcngan 

sistcm dan struktur sosial perkebunan secara umum dan cenderung sa1ing 

menguatlcan setu dengan lainnya.. Sistem dan struktur perkcbunan yang 

dilcembangkan berbitan dengan kebijakan dan peraturan pertebunan yang 

dihasilkan lebih berpihak k.epada laki-laki. Kebijakan perkebunan yang 

dibcrlaku1can pada buruh perempuan tetap berlangsm1g dan betjalan terus menerus 

karena tidak adanya posisi tawar buruh perempuan., sementam di pihak lain 

rendahnya pengawasan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perlal-uan 

diskrirninatifterhadap buruh perempuan bersifat st:ruktura1 dan kulturtal. 

B. Saran-saran 

Ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai salah satu upaya altematif 

bagi pemecalWl pennasalahan buruh di Serdang Bedagai. yaitu: 

1. Perusahaan perkebunan hendaknya mampu melalrukan perubahan yang lebih 

bersifat sistemilc terbadap struktur dan kultur sosial di perkebunan. lndikator 

perubahan tersebut di antaranya terlihat dari adanya perubahan kebijakan dan 

peraturan (internal dan ekstemal perusahaan) yang lebih berpihak serta 
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memperhatikan nasib buruh perempuan. Kebijakan tersebut termasuk d.i dalarnnya 

pada pola rek"TUtmen dan pembagian tugas buruh, gaji dan fasilltas pendukung 

kesejahteraan buruh yang rnemadai. perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan 

kerja, dan hak-hak reprodul.,if bag1 buruh perempuan. Scbuah perubahan sistem 

sosio-kultural perusah.aan perkebunan yang lcbih sensitif gender. Tidal hanya 

menguntungkan bagi buruh saja. tetapi juga menguntungkan pihak perus2haan. 

Hal ini terk.ait dengan potensi danjmnlah buruh perempuan yang relatifbesar. 

2. Hendaknya buruh memiliki organisasi buruh yang benar-benar independen dan 

bebas dari interpensi serta kepentingan-kepentingan pibak perusahaan Sebagru 

upaya untuk membina solidaritas dan persatuan buruh. Dengan wadab tersebut 

aspirasi serta kepentingan-kepentingan bagi pelbaikan nasib buruh bisa dilakukan. 

Sebab .dengan adanya organisasi buruh yang independen bw uh akan memiliki 

posisi tawar yang reiatif kuat dihadapan pemsahaan perl<eb\lll&l. · Tentunya 

persoalan buruh perempuan serta isu perbaikan nasib buruh perempuan juga harus 

menjadi agenda yang sarna pentingnya dengan persoalan buruh secant wnum 

dalam organisasi buruh tersebut. 

3 . Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Tenaga Kerja bendaknya lcbih pro 

aktif melakukan pengawasan dan kritis pada setiap kebijakan perusahaan 

perkebunan yang masih bersifat diskriminatif terhadap burub pcrempuin. Wujud 

nyatanya dengan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan perkebunan yang 

bersikap diskriminatif 
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